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Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan korelasi antara aspek sosial dan politik dengan terjadinya deforestasi 
di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah justifikasi ilmah bahwa perubahan lingkungan 
terjadi sebagai bentuk konstruksi sosial politik yang melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan, terkait ini dalam 
konteks deforestasi di Kabupaten Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder dan primer, informan kunci penelitian adalah unsur pemerintah daerah dan kelompok sosial 
masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat arus demand  dan support dalam proses perumusan serta 
pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan, sehingga memunculkan tarik-menarik kepentingan. Tarik menarik kepentingan ini 
terjadi antara berbagai aktor meliputi pemerintah pusat dan daerah, kalangan oligarki, masyarakat sekitar wilayah hutan, dan 
kelompok aktifis lingkungan hidup, dari berbagai aktor tersebut, relasi pemerintah dan oligarki merupakan faktor yang dominan 
dalam kasus deforestasi di Kabupaten Banjar.  
 
Kata kunci: Pemerintah, Oligarki, Perubahan Lingkungan, Deforestasi, Kabupaten Banjar 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Asumsi dasar ekologi politik adalah perubahan lingkungan tidak netral melainkan suatu bentuk lingkungan 
terpoltisasi yang melibatkan banyak aktor di tingkat lokal, regional, dan global (Bryant 2005) Penjelasan lebih lanjut 
mengenai ekologi politik secara umum, ekologi politik berfokus pada politik, tentang perubahan dan kerusakan 
lingkungan. (Forsyth 2003) Aspek sosial-politik dianggap berkaitan dengan perubahan lingkungan. Peters dan 
Pierre (2004:3) mendefinisikan “politisasi sebagai usaha pemerintah untuk mengambil tugas yang sebelumnya 
(dan secara formal) mungkin dianggap politis.” Sedangkan Martini (2010) mendefinisikan politisasi sebagai 
tindakan untuk membuat sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Sementara itu, Richard M. Ebelin sebagaimana 
dikutip oleh Erdogan (2004) menyatakan bahwa: “Politisasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk 
membuat semua pertanyaan politik, masalah masalah politik, semua nilai nilai politik, dan semua keputusan 
keputusan politik. .” 

Dalam sistem politik selalu ada aliran yang berkesinambungan dari input ke output dan arusnya bolak-balik. 
Input terdiri dari tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan. Menurut Gabriel A. Almond input memiliki 
beberapa fungsi. Fungsi input adalah sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, asosiasi 
kepentingan, komunikasi politik. Pengambil keputusan dan aktor politik akan mempertimbangkan masukan dan 
reaksi dari kebijakan yang dibuat. Informasi dikumpulkan dan menghasilkan output. Fungsi keluarannya adalah 
membuat aturan, menerapkan aturan, dan memutuskan aturan. Dalam sistem ini juga dijelaskan bahwa tekanan 
tidak hanya berasal dari luar tetapi juga berasal dari dalam sistem itu sendiri. Mengenai masalah lingkungan, 
Bryant dan Bailey (2001) menjelaskan bahwa lingkungan yang dipolitisasi adalah bentuk dari masalah lingkungan 
yang berorientasi pada aktor (Actor Oriented - AO). Pendekatan aktor mengkaji kepentingan, karakteristik dan 
tindakan aktor dalam konflik politik dan ekologi. 

Deforestasi secara besar-besaran terjadi di Kabupaten Banjar. Deforestasi adalah proses penebangan hutan 
alam dengan cara menebang kayu atau mengubah fungsi penggunaan lahan hutan. (Shafitri dkk, 2018) Di 
Kabupaten Banjar terjadi pengurangan luas hutan sebesar 32.209,24 hektar selama 10 tahun. Kawasan yang 
mengalami deforestasi berada di sisi timur Kabupaten Banjar yang merupakan salah satu kawasan hutan produksi. 
(Ramdhoni, dkk: 2019) Dampak lanjutan dari deforestasi adalah banjir.(Kumalawati dkk: 2021) Pada tahun 2021 
Kabupaten Banjar merupakan daerah yang paling terdampak banjir di Kalimantan Selatan, khususnya dalam kurun 
waktu 50 (lima puluh) tahun terakhir. 
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Isu lingkungan yang dibahas dalam penelitian ini adalah deforestasi. Dalam perspektif ilmu kehutanan, 
deforestasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana tutupan hutan hilang dan atribut-atributnya berimplikasi pada 
hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Makna tersebut diperkuat dengan definisi deforestasi yang 
dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/MenhutII/2009 tentang Tata Cara 
Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) yang secara tegas menyatakan bahwa 
Deforestasi adalah perubahan permanen dari kawasan hutan menjadi kawasan tidak berhutan yang disebabkan 
oleh aktivitas manusia. 

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, yang pertama adalah penelitian yang 
membahas tentang Rawa Pening di Kabupaten Semarang dalam perspektif politik lingkungan. Dalam tinjauan ini, 
Rawa Pening merupakan bagian dari sistem yang lebih kompleks, yang melibatkan aktor sosial-politik. Dalam 
kerangka ini, pembangunan yang ditujukan ke Rawa Pening melibatkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat 
setempat, sehingga Rawa Pening tidak lagi dilihat hanya sebagai wilayah serapan air, namu juga sebagai ruang 
wacana kebijakan publik yang melibatkan masyarakat, negara. dan tentu saja ekosistem itu sendiri. Kajian 
penelitian kedua terkait dengan perspektif ekologis kebijakan pengelolaan Danau Limboto. (Hasim: 2018) Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Danau Limboto berorientasi pada politik lingkungan. 
Kebijakan ekologi politik pengelolaan Danau Limboto belum dibangun secara terintegrasi dalam konteks 
kelembagaan, substansi, dan regulasi. Berdasarkan tinjauan kedua kajian tersebut, penguatan penelitian tentang 
analisis deforestasi di Kabupaten Banjar berdasarkan perspektif ekologi politik relevan untuk dilakukan. Selain itu, 
pembahasan ekologi politik untuk kajian perubahan lingkungan di Kalimantan masih sangat minim, padahal 
potensi sumber daya alamnya sangat tinggi dan mengalami degradasi di berbagai sisi. Oleh karena itu, penting 
dilakukan penelitian tentang aspek sosial politik dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar. 

Berdasarkan penjelasan yang ada, deforestasi di Kabupaten Banjar perlu dikaji dengan menggunakan 
perspektif ekologi politik. Kajian ini mampu memberikan penjelasan sisi lain dari fenomena perubahan lingkungan, 
dengan mengkaji aspek sosial politik. Lokasi penelitian di Kabupaten Banjar merupakan lokasi yang layak untuk 
ditetapkan, apalagi deforestasi telah menimbulkan dampak lanjutan berupa bencana banjir yang sangat luas 
 

2. METODE  
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan analisis mendalam, yaitu proses dan makna (perspektif subjek) yang lebih rinci dalam penelitian 
kualitatif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan relevansi dengan isu penelitian, dimana penelitian yang 
dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan realitas peristiwa yang diteliti, sehingga memudahkan penulis 
untuk memperoleh data yang objektif guna mengetahui dan memahami politik lingkungan dalam konteks 
deforestasi. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Deforestasi dalam Kajian Sosial Masyarakat 

 
Penduduk Kabupaten Banjar terdiri dari Suku Banjar. Orang Banjar mengenal ungkapan gawi manuntung yang 

artinya seseorang dalam melakukan sesuatu harus dapat menyelesaikannya dengan baik. (Makkie dan Seman: 
1994 Berdasarkan hasil wawancara dengan budayawan di Kabupaten Banjar dijelaskan bahwa ada empat nilai 
budaya Banjar, yaitu nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dalam hubungan manusia dengan 
manusia, dalam hubungan manusia dengan diri sendiri atau berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai bentuk 
pengembangan diri, dan nilai Budaya Banjar dalam hubungan manusia dengan alam (Istiqomah dan 
Setyobudihono: 2017) Lebih khusus terkait dengan nilai budaya yaitu hubungan manusia dengan alam dijelaskan 
bahwa bersama lingkungan, manusia harus mampu beradaptasi. (Istiqomah dan Setyobudihono: 2017) Nasehat 
ini biasanya diberikan dalam rangka menyesuaikan diri dengan adat istiadat.(Makkie dan Seman: 1996) Hal ini 
dimaksudkan agar manusia sendiri bisa nyaman dalam menjalani kehidupan, yaitu hidup damai dengan 
alam.(Istiqomah dan Setyobudihono: 2017) 

Berdasarkan nilai budaya manusia dan lingkungan, pola penyesuaian masyarakat terhadap lingkungan 
berdampak pada kelestarian hutan di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat 
diketahui bahwa aspek sosial budaya khususnya aktivitas masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan di 
Kabupaten Banjar. Faktor dominan antara lain kebiasaan, pembukaan lahan pertanian, kegiatan yang tidak 
disengaja seperti membakar sampah atau saat mencari kayu bakar, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan 
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bahaya kebakaran hutan. Selain itu, terkait interaksi masyarakat dengan alam, diketahui bahwa partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) relatif rendah. Hal ini tercermin 
dari kurangnya motivasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, diakui oleh masyarakat lain, serta 
melestarikan alam. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Rendahnya partisipasi masyarakat ini terjadi di berbagai 
bentuk masyarakat, baik berupa dukungan dari lembaga swadaya masyarakat, dukungan dari tokoh masyarakat. 
(Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Selain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, Indeks 
Penerimaan Sosial (IPS) hasil sempadan kawasan hutan di kawasan KPH Kabupaten Banjar dikategorikan 
sedang. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Menurut masyarakat setempat, KPH Banjar masih belum jelas 
mengenai tata batas kawasan hutan. Sebagian besar masyarakat desa mengklaim kawasan yang dikelola selama 
ini sebagai hak milik dengan kekuatan hukum di tingkat desa (stempel kepala desa), sedangkan secara hukum 
kawasan hutan yang dikelola masyarakat termasuk dalam kawasan pengelolaan Hutan Tanaman Industri. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Banjar dijelaskan bahwa proses sosial 
politik di Kabupaten Banjar telah menerapkan oligarki terhadap lingkungan dan berada pada zona nyaman dalam 
menghasilkan kebijakan lingkungan. Zona nyaman ini berbasis ekonomi, dan dilakukan secara pragmatis berbasis 
kepentingan ekonomi pembangunan, pembangunan berbasis sektoral, normatif administratif, tanpa pengawasan 
holistik. Sistem oligarki ini dekat dengan pemerintah daerah dan memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan 
kepentingannya, dan dalam kondisi ini cenderung sulit diubah karena sudah berlangsung lama. 

Selain kelompok masyarakat tersebut, juga terdapat LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) yang peduli terhadap 
pelestarian alam di Kabupaten Banjar. Kelompok-kelompok tersebut antara lain MaMFus Association (Masyarakat 
Peduli Sungai) (Forum Komunitas Hijau yang bergerak dalam penghijauan dengan menanam pohon, WALHI 
(Forum Lingkungan Hidup Indonesia) yang fokus pada kedaruratan spasial di Kalimantan Selatan dan bencana 
ekologi, dan Komunitas Melingai “Masyarakat Melindungi Sungai”, dan Eco Mosque. Kelompok masyarakat ini 
merupakan bagian dari masyarakat yang juga memberikan masukan atau tuntutan kepada pemerintah daerah 
untuk mengembalikan fungsi alam, termasuk ekosistem hutan dan sungai. Kelompok kelestarian lingkungan aktif 
mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan penjelasan aktivis organisasi lingkungan 
MaMFus, dijelaskan bahwa tuntutan telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat untuk melakukan 
perbaikan lingkungan dan menawarkan Program Gerakan Restorasi Lingkungan berbasis masyarakat dan 
regiusitas ilmiah. Hanya berdasarkan kepentingan dengan pandangan kepada Bupati Banjar, namun aspirasi 
tersebut tidak mendapat respon dari pemerintah daerah. Budaya keagamaan masyarakat Banjar mempengaruhi 
substansi suara politik masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 

Berdasarkan uraian yang ada, dapat dijelaskan bahwa masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori dalam 
aspek sosial politik. Kelompok pertama adalah kelompok masyarakat biasa yang berkontribusi terhadap 
deforestasi di Kabupaten Banjar. Hubungan alam dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan menunjukkan 
adanya bentuk penyesuaian diri dengan alam berupa pemanfaatan hutan untuk menunjang kelangsungan 
hidupnya. Pemanfaatan ini tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa hutan merupakan bagian lingkungan yang 
sensitif, jika terus menerus digunakan dalam jumlah yang masif tanpa mempertimbangkan fungsi hutan akan 
menimbulkan kerusakan. Selain itu, keterpaduan pemerintah daerah dan masyarakat juga minim, padahal 
bertujuan untuk mengajak masyarakat memiliki kesadaran untuk mewaspadai batas wilayah dalam pemanfaatan 
hutan. Kategori kedua adalah kelompok oligarki yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Namun selain kondisi 
sosial masyarakat, terdapat kelompok sosial yang peduli terhadap lingkungan, dengan merangkul masyarakat lain 
dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi sumber daya alam di 
Kabupaten Banjar. 

 
3.2 Deforestasi dalam Kajian Ekonomi Politik 

 
Dalam kajian politik lingkungan, aspek ekonomi politik memiliki pengaruh. Laju deforestasi di Kabupaten Banjar 

tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan implikasi dari kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional 
jangka panjang. Hal ini dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 
Modal Asing (PMA). Mengikuti UU Penanaman Modal Asing, juga diberlakukan Paket Deregulasi 6 Mei 1986 yang 
melonggarkan izin impor barang, penunjang modal, dan penggunaan tenaga kerja asing. Deregulasi ini khusus 
untuk investasi berorientasi ekspor atau membuka usaha di daerah. Paket ini kemudian ditegaskan kembali dalam 
Paket Juni 1987 dan Paket Desember 1987. Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang 
Pemilikan Saham Pada Perusahaan yang Dibentuk Untuk Penanaman Modal Asing. Peraturan Pemerintah ini 
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mengatur ketentuan untuk menjamin kelangsungan penanaman modal asing dalam bentuk pendirian perusahaan 
penanaman modal asing berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. 

Selama bertahun-tahun, investasi asing lebih diprioritaskan daripada investasi dalam negeri. (Muzdalifah: 
2020) Sejak berlakunya UU no. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menggantikan UU Penanaman 
Modal Asing No. 1 Tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, perubahan ini juga 
mempengaruhi pengaturan pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia. Izin pengelolaan kawasan hutan di 
Indonesia oleh pihak swasta semakin meningkat, termasuk untuk kawasan hutan di Kabupaten Banjar, kegiatan 
eksplorasi kawasan hutan juga semakin tinggi. 

Kebakaran hutan terjadi secara sistematis. Pembakaran dilakukan oleh perusahaan pemegang izin 
pengusahaan hutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, perusahaan pemegang 
izin pengelolaan hutan selain perusahaan lokal juga merupakan perusahaan penanaman modal asing. 
Perusahaan penanaman modal asing adalah perusahaan yang modalnya merupakan penanaman modal asing 
atau penggabungan dengan modal dalam negeri. Aliran modal asing ke Indonesia pada tahun 1960-an praktis 
tidak ada, dan semakin menguat sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Paket 6 
Mei 1986 dan Pakto 1993, PP No. 20 Tahun 1994. Melalui aliran modal asing inilah Indonesia memperoleh 
pendapatan ekonomi, khususnya dari bidang pengelolaan hutan. 

Pencapaian kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional semakin diperkuat melalui perubahan 
kewenangan pengelolaan hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dijelaskan bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 
Hal ini berbeda dengan sebelumnya, dimana pengelolaan hutan pada Lampiran Poin BB halaman 116 
menjelaskan bahwa kewenangan Daerah Provinsi adalah membantu perencanaan kehutanan, yang dapat berupa 
usulan pertimbangan teknis perencanaan kehutanan. Lebih khusus lagi, kewenangan tersebut meliputi 
pelaksanaan tata kelola hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan rencana pengelolaan KPH. 
Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu bahwa pemerintah kabupaten juga memiliki 
kewenangan untuk mengelola hutan di wilayahnya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 
setiap satuan wilayah KPH (khususnya KPHL dan KPHP) ditangani oleh lembaga daerah yang dibentuk oleh 
pemerintah provinsi untuk satuan wilayah KPH lintas kabupaten, dan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk 
satuan wilayah KPH dalam kabupaten/kota. 

Perubahan kewenangan dalam UU tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan aspek hubungan antara Pemerintah 
Pusat dan daerah, dan antar daerah, potensi dan keragaman daerah, serta peluang dan tantangan, persaingan 
global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara. (Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) 

Melalui uraian yang ada, dapat dipahami bahwa laju deforestasi saat ini tidak terjadi begitu saja, tetapi 
berkorelasi dengan orientasi kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini difasilitasi oleh 
kebijakan yang memberikan peluang dan jaminan hukum yang lebih luas kepada investor, baik domestik maupun 
asing. Dukungan terhadap kapitalisme ini mencakup sektor pengelolaan hutan untuk kepentingan ekonomi yang 
masif dan pengembangan usaha di berbagai daerah. Selain itu, perubahan kewenangan pengelolaan hutan 
menjadi di bawah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan strategi efisien pemerintah untuk 
meningkatkan kontrol pemerintah agar pengelolaan hutan bersinergi dengan kepentingan ekonomi nasional. 

 
3.3 Deforestasi dalam Studi Politik Lingkungan 

 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perubahan lingkungan berupa deforestasi di Kabupaten Banjar tidak 

terjadi secara alami, tetapi merupakan hasil dari politisasi lingkungan yang melibatkan banyak aktor, baik aktor 
lokal, regional, maupun global dengan berbagai kepentingan. Politisasi lingkungan yang terjadi melibatkan banyak 
aktor yang terhubung dalam proses politik dengan arus bolak-balik antara input dan output. Para aktornya berasal 
dari kalangan yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda. 

Berdasarkan aspek sosial politik dalam perubahan lingkungan, berikut penjelasannya. Aktor lokal yang terlibat 
antara lain masyarakat, kelompok peduli lingkungan, dan kelompok oligarki. Kelompok masyarakat biasa ini bukan 
hanya kelompok yang terkena dampak perubahan lingkungan, tetapi juga sebagai pelaku kebakaran hutan di 
Kabupaten Banjar. Hal ini dilakukan dengan membuka lahan untuk pertanian untuk tujuan ekonomi, dan menjadi 
resisten terhadap kebijakan pengelolaan hutan. Aktor kedua adalah kelompok peduli lingkungan yang umumnya 
menyuarakan perbaikan lingkungan, termasuk mengembalikan fungsi hutan agar tidak dimanfaatkan untuk 
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kepentingan ekonomi. Beberapa kelompok peduli lingkungan ini merekomendasikan program perbaikan 
lingkungan berbasis religiositas, secara aktif mengajukan tuntutan kepada pemerintah daerah. Dalam sistem 
politik di Kabupaten Banjar dikuasai oleh sistem oligarki yang sangat kuat, mempengaruhi, mengusulkan, dan 
mengikutsertakan kepentingan bisnis dalam pemerintahan, termasuk pengelolaan hutan. 

Kepentingan nasional merupakan persepsi terhadap perekonomian nasional, yang dari waktu ke waktu 
orientasi ini semakin masif. Sumber daya alam berupa hutan merupakan komoditas yang menghasilkan nilai 
ekonomi tinggi, dan menjadi mega proyek nasional. Dalam kondisi ini, pembagian peran antara pemerintah dan 
swasta, baik dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Selain itu, untuk pengelolaan hutan strategis, 
pengelolaan hutan bersifat sentralistik, yaitu semua perencanaan menjadi kewenangan pemerintah pusat. 
Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pelaksana perencanaan. Pemerintah kabupaten hanya mengelola hutan 
kota, dan kehilangan kewenangan untuk mengelola hutan yang berada di dalam wilayahnya. 

Melalui penjelasan tersebut, dapat dicermati bahwa dalam lingkungan politik saat ini, peran pemerintah pusat 
sangat strategis. Hal ini ditunjukkan melalui orientasi kebijakan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada aliran 
modal dalam dan luar negeri. Berikutnya adalah pemerintah provinsi yang merupakan pihak pelaksana, memiliki 
peran signifikan dalam pemberian izin pengelolaan hutan. Dalam politik lokal, pengaruh oligarki begitu kuat untuk 
memasukkan kepentingan bisnis mereka, dan berikutnya adalah kelompok sosial yang anti kebijakan pemerintah. 
 

4. SIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa deforestasi di Kabupaten Banjar erat 
kaitannya dengan orientasi politik lingkungan. Dalam orientasi ini melibatkan banyak aktor dengan berbagai 
kepentingan, sehingga kebijakan pengelolaan hutan tidak terfokus pada mempertahankan fungsi hutan. Pelaku 
yang terlibat antara lain unsur masyarakat sekitar kawasan hutan di Kabupaten Banjar, kelompok peduli 
lingkungan, kelompok oligarki, pengusaha, dan pemerintah sendiri. Kelompok masyarakat dalam hal ini tidak 
hanya terkena dampak kerusakan hutan, tetapi juga sebagai kelompok yang resisten terhadap kebijakan 
konservasi hutan, sekaligus sebagai bagian dari pelaku kebakaran hutan. Aktor selanjutnya adalah kelompok 
peduli lingkungan yang aktif menggalang kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan dan menuntut pemerintah 
mengembalikan fungsi hutan dengan pendekatan religiositas. Aktor selanjutnya adalah kelompok oligarki yang 
dekat dengan penguasa. Para aktor ini bersama-sama dengan pemerintah merumuskan kebijakan atau program 
pengelolaan hutan berdasarkan pembangunan daerah. Pelaku selanjutnya adalah kelompok pengusaha yang 
diberikan konsesi luas dalam konsesi hutan. Selanjutnya adalah aktor pemerintah itu sendiri, dengan kompleksitas 
aktor dan kepentingan yang ada, pemerintah dalam hal ini tidak merumuskan kebijakan yang berorientasi pada 
menjaga keberadaan hutan, melainkan kombinasi kepentingan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, 
mewadahi kepentingan kelompok bisnis, dan oligarki. 

Sumber daya alam berupa hutan merupakan komoditas yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, dan menjadi 
mega proyek nasional. Dalam kondisi ini, pembagian peran antara pemerintah dan swasta, baik dalam maupun 
luar negeri semakin meningkat. Selain itu, untuk pengelolaan hutan strategis, pengelolaan hutan bersifat 
sentralistik, yaitu semua perencanaan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi bertindak 
sebagai pelaksana perencanaan. Pemerintah kabupaten hanya mengelola hutan kota, dan kehilangan 
kewenangan untuk mengelola hutan yang berada di dalam wilayahnya. 
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